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Abstract
This study is based on the problem of policy implementation that has not been implemented effectively in realizing the Primary Education in Bandung Area.

The method used in this study is descriptive analysis with qualitative approach. It is aimed to discover or develop or describe in detail about the implementation of compulsory education in Primary Education Bandung. The data collecting used in qualitative research is observation, interview and documentation. The collected data is the analyzed by Miles and Huberman interactive model.  

The result shows that the dominant factors that influence the implementation of compulsory education policy in Primary Education Bandung can be seen from content of policy in which the government as the implementer can optimize the performance through school party in building and realizing smart society and free of illiteracy and increasing the number of elementary and junior high school graduates. The problem factors are gap coordination between Department of Education, Youth and Sport in Province and in the city. Other factor is that the society of misunderstands the term of “school free of charge”. Based on the behavior of policy maker and implementer in government institution, the result shows positive attitude and support the implementation of compulsory education policy in Primary Education. In the context of implementation, where the authorization, concern and actor strategy the governor as the supreme leader in West Java Province has moral responsibility in the implementation of compulsory education. Therefore, compulsory Education in Primary can be a benchmark of the performance in West Java and especially in Bandung.

The strategy to streamline the policy implementation in realizing the primary education in Bandung both in the Content of Policy and in the context of implementation is by building the social an economy of the society, service consideration, indiscrimination, socialized, in accordance to constitution 1945, nationality, precise target and straight forward. Another strategy is the ability to give education to the people with good and reliable quality. Besides that, the ability to create modern education climate and have future vision. Therefore, the education will be reliable.
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 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang cepat dan proses globalisasi yang dewasa ini terjadi berdampak positif dan negatif terhadap kehidupan masyarakat, baik kehidupan individu maupun sosial kemasyarakatan. Dampak positif dari perkembangan IPTEK dan globalisasi tersebut adalah terbukanya peluang pasar kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara. Sedangkan dampak negatifnya adalah terjadinya perubahan nilai dan norma kehidupan yang seringkali kontradiksi dengan norma dan nilai kehidupan yang telah ada di masyarakat. Dalam konteks inilah pendidikan, khususnya pendidikan dasar, berperan sangat penting untuk memelihara dan melindungi norma dan nilai kehidupan positif yang telah ada di masyarakat suatu negara dari pengaruh negatif perkembangan IPTEK dan globalisasi. Proses pendidikan dasar yang benar dan bermutu dapat memberikan bekal dan kekuatan untuk memelihara ”jatidiri” dari pengaruh negatif globaliasasi, bukan hanya untuk kepentingan individu peserta didik, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat dan negara. 

Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga Negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinnya agar dapat hidup mandiri di dalam masyrakat atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. (PP No. 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar Bab II pasal 2). Gerakan wajib belajar (Wajar Dikdas) merupakan agenda penting. Hal ini dapat dilihat dari indikasi adanya Intruksi Presiden No. 1 tahun 1994 yang menintruksikan kepada menteri koordinator bidang kesehatan masyarakat, Menteri pendidikan dan kebudayaan, Menteri dalam negeri, dan Menteri agama dan Menteri keuangan untuk melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) sebagai suatu gerakan nasional terhitung mulai tahun pelajaran 1994/1995. Bahkan dalam Intruksi Presiden No. 1 tahun 1994 bahwa biaya pendidikan bagi anak-anak usia pendidikan dasar yang masih berada di dalam sekolah-sekolah negeri ditanggung oleh penerintah. Namun pada kenyataanya masih ada angggota msyarakat yang enggan menyekolahkan anak-anak mereka sampai pada tingkat SMP. 

Proses pendidikan itu terjadi di masyarakat, dengan menggunakan berbagai sumber daya masyarakat dan untuk masyarakat, maka pendidikan dituntut untuk mampu memperhitungkan dan melakukan antisipasi terhadap kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, ekonomi, politik, dan kenegaraan secara simultan. Pengembangan pendidikan untuk kepentingan masa depan bangsa dan negara yang lebih baik perlu dirancang secara terpadu sejalan dengan aspek-aspek tersebut di atas, sehingga pendidikan merupakan wahana pengembangan sumber daya manusia yang mampu menjadi ”subyek” pengembangan IPTEK dan globalisasi.

Pengembangan pendidikan secara mikro harus selalu memperhitungkan individualitas atau karakteristik perbedaan antar individu peserta didik pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Dengan demikian, kerangka acuan pemikiran dalam penataan dan pengembangan pendidikan dasar harus mampu mengakomodasikan berbagai pandangan tentang esensi dan fungsinya secara selektif, sehingga terdapat keterpaduan dalam pemahaman terhadap karakteristik fungsi pendidikan dasar tersebut. Dengan pemahaman yang sinergis terhadap esensi dan fungsi pendidikan dasar tersebut, diharapkan masa depan jenjang pendidikan dasar di Indonesia akan lebih efektif dan lebih bermutu dalam penataannya, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. 

Pendidikan dasar adalah jenjang terbawah dari sistem persekolahan nasional. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan dasar merupakan pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar (SD) dan tiga tahun di Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau satuan pendidikan yang sederajat. Program Wajib Belajar 9 Tahun merupakan perwujudan pendidikan dasar untuk semua anak usia 7-15 tahun.  Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun dicanangkan oleh Presiden Indonesia pada tanggal 2 Mei 1994, dan pelaksanaannya dimulai tahun ajaran 1994/1995. Wajar Dikdas 9 Tahun bukanlah wajib belajar dalam arti compulsory education yang dilaksanakan di negara-negara maju yang mempunyai ciri-ciri: (1) ada unsur paksaan agar peserta didik bersekolah; (2) diatur dengan undang-undang tentang wajib belajar; (3) tolok ukur keberhasilan wajib belajar adalah tidak ada orang tua yang terkena sanksi, karena telah mendorong anaknya tidak bersekolah; dan (4) ada sanksi bagi orangtua yang membiarkan anaknya tidak bersekolah. Kebijakan berawal dari kebutuhan dan tuntutan masyarakat, dengan kata lain bahwa lahirnya suatu kebijakan berdasarkan atas masalah yang terjadi di kalangan masyarakat. Wahab (2002:64) mengemukakan bahwa :

Implementasi kebijakan adalah sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, pemerintah eksekutif atau dekrit presiden).

Implementasi kebijakan yang dimaksud adalah merupakan pelaksanaan dari suatu aturan secara terarah dan memaknai terhadap pencapaian tujuan yang diharapkan oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat secara efektif dan efesien terutama dalam hal ini berkaitan dengan penyelesaian persolan pendidikan.
Program Wajar Pendidikan Dasar 9 tahun di Indonesia lebih merupakan universal education daripada compulsory education. Universal education berusaha membuka kesempatan belajar dengan menumbuhkan aspirasi pendidikan orang tua agar anak yang telah cukup umur mengikuti pendidikan. Dengan demikian Wajar Dikdas 9 tahun di Indonesia lebih mengutamakan: (1) pendekatan persuasif; (2) tanggung jawab moral orang tua dan peserta didik agar merasa terpanggil untuk mengikuti pendidikan karena berbagai kemudahan yang disediakan; (3) pengaturan tidak dengan undang-undang khusus; dan (4) penggunaan ukuran keberhasilan yang bersifat makro, yaitu peningkatan angka partisipasi pendidikan dasar. 

Bentuk satuan pendidikan untuk membantu menuntaskan program Wajar Dikdas 9 Tahun terdiri atas 10 wahana dan empat rumpun, baik pada tingkat SD maupun SMP, yaitu: (1) Rumpun SD dan SMP yang terdiri atas SD dan SMP  Biasa, SD dan SMP kecil, dan SD dan SMP Pamong; (2) Rumpun SD dan SMP Luar Biasa yang terdiri atas SD dan SMP Luar Biasa, SDLB dan SMPLB, serta SD dan SMP Terpadu; (3) Rumpun Pendidikan Luar Sekolah yang terdiri atas Program Kelompok Belajar Paket A dan B (Kejar Paket A untuk setingkat SD dan Kejar Paket B untuk setingkat SMP), serta Kursus Persamaan SD dan SMP; (4) Rumpun Sekolah Keagamaan yang terdiri atas Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Pondok Pesantren. 

Secara rinci, bentuk-bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program Wajar Dikdas 9 Tahun tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. SD/SMP Biasa, yaitu SD/SMP yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat dalam menghadapi situasi yang normal; 

2. SD/SMP Kecil, yaitu SD/SMP negeri yang diselenggarakan di daerah yang berpenduduk sedikit dan memenuhi persyaratan yang berlaku; 

3. SD/SMP Pamong, yaitu SD negeri yang didirikan untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anak putus SD/SMP dan/atau anak lain yang tidak dapat datang secara teratur untuk belajar di sekolah; 

4. SD/SMP Terpadu, yaitu SD/SMP negeri yang menyelenggarakan pendidikan untuk anak yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental bersama anak normal dengan mempergunakan kurikulum yang berlaku di sekolah. 

5. Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Tsanawiyah, yaitu SD/SMP yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat, di bawah bimbingan Departemen Agama 

Secara nasional, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun, tetapi khususnya di Wilayah Bandung Raya belum menunjukkan hasil yang signifikan. Kendala manajemen yang menjadi penyebab dari masalah tersebut terutama adalah belum optimalnya sinergitas dan koordinasi yang terjadi antara provinsi, kabupaten/kota bahkan sampai menyentuh wilayah kecamatan dan desa/keluruhan. Selain itu, ditemukan juga adanya kendala teknis yang berpengaruh secara langsung terhadap lambatnya penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun, antara lain : 

1. Keterbatasan daya tampung pada jenjang SMP/MTs dan yang sederajat. 

2. Animo masyarakat yang masih relatif tinggi terhadap sekolah negeri. 

3. Kemampuan ekonomi masyarakat yang terbatas untuk pembiayaan pendidikan. 

4. Lokasi sekolah yang tidak dapat dijangkau oleh penduduk. 

5. Penghargaan dunia usaha dan dunia industri yang relatif masih rendah terhadap kualifikasi lulusan sekolah. 

6. Budaya sebagian masyarakat yang belum menempatkan pendidikan sebagai hal yang penting merupakan prioritas. 

Indikasi belum optimalnya kebijakan wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat yang masih di bawah angka 70. Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat memang telah memberikan hasil yang positif. Meski target pencapaian IPM di Jawa Barat sebesar 80 menjadi mundur hingga tahun 2015, namun sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Barat pun terjadi kenaikan dalam IPM. Hal ini sebenarnya menjadi kesempatan daerah-daerah di Provinsi Jawa Barat untuk terus mencapai peringkat yang lebih baik. 

IPM semua kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat memang mengalami kenaikan yang bervariasi. Namun secara umum terjadi kenaikan satu poin setiap tahun di provinsi ini. Kalau asumsi ini terus digunakan, maka target IPM 80 setidaknya akan dicapai pada tahun 2017. Sebab data IPM tahun 2007 saja sudah baru mencapai angka 70,3. Kecuali jika setiap tahun Provinsi Jawa Barat mampu menaikan dua angka setiap tahun, maka provinsi ini bisa mencapai target yang ditetapkan sebelum tahun 2015. 

Sejumlah kabupaten/kota mengalami kenaikan yang begitu menggembirakan, sementara yang lain relatif lambat. Memang telah terjadi perbedaan laju kecepatan peningkatan IPM. Dan ini tergantung pada tinggi rendahnya angka IPM yang dicapai. IPM melakukan pengukuran rata-rata capaian setiap individu yang menyangkut tiga dimensi dasar dari proses pengembangan kualitas manusia. Pengukuran itu dilakukan dengan menetapkan beberapa asumsi dasar, bahwa manusia yang berkualitas memiliki ukuran sebagai berikut. Pertama, manusia yang dapat hidup sehat dan panjang umur, sebagaimana diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH). Kedua, manusia yang memiliki Kecakapan dan pendidikan yang diperlukan bagi hidupnya, sebagaimana tercermin melalui indikator Angka Melek Huruf (AMH) dan Rerata Lama Sekolah (RLS). Dan ketiga, manusia yang dapat mencapai standar hidup layak, sebagaimana diukur dengan pengeluaran perkapita riil disesuaikan. Dari tiga indikator IPM, indeks pengeluaran per kapita riil disesuaikan, mungkin sulit ditingkatkan. Hal itu sangat bergantung pada kondisi makro ekonomi nasional, bahkan global. Karena itu, sektor pendidikan dan kesehatan praktis menjadi andalan IPM. 

Permasalahan-permasalahan yang terjadi khususnya berkaitan dengan peningkatan AMH dan RLS adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan angka melek aksara secara lebih intensif. Peningkatan AMH merupakan push factor yang sangat signifikan dalam pencapaian IPM. Berdasarkan ukuran IPM, sub-indikator AMH memiliki bobot dua pertiga dibanding RLS yang hanya bernilai sepertiga dalam menghitung indeks pendidikan. Peningkatan melek huruf perlu memperhatikan prioritas pada kantong-kantong buta aksara di wilayah Bandung Raya yang masih cukup meluas. Di samping itu, perluasan pendidikan keaksaraan dasar perlu dilanjutkan dengan pendidikan keaksaraan fungsional (functional literacy) dan keaksaraan mandiri (advance literacy) untuk memberikan kecakapan bekerja bagi para aksarawan baru, sehingga akan menjadi push factor juga dalam peningkatan pendapatan keluarga.

Pada indikator AMH, terlihat data yang cukup menarik. Meski persentase buta aksara di provinsi Jawa Barat relatif kecil, yaitu sekitar 3,51 persen, namun secara absolut jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih buta aksara masih tinggi yakni 1,02 juta jiwa. Jumlah tersebut lebih banyak didera oleh kaum perempuan. Karena itu, program upaya pemberantasan buta aksara tidak saja dimaksudkan untuk memerangi kebodohan tetapi juga berupaya mengangkat derajat kualitas perempuan sendiri. Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2006 tentang ”Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara”, diharapkan dapat mampu memacu partisipasi seluruh tingkatan pemerintahan, berbagai komponen masyarakat termasuk organisasi perempuan, organisasi keagamaan, organisasi sosial, perguruan tinggi dan masyarakat secara luas untuk melaksanakan pemberantasan buta aksara, serta perluasan akses wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas).

2. Melanjutkan dan lebih mengintensifkan lagi perluasan dan pemerataan pendidikan dasar melalui peningkatan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi jumlah putus sekolah di kabupaten/kota wilayah Bandung Raya. Menurut data Balitbang Depdiknas tahun 2012/2013, Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI dan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SMP/MTs di provinsi ini sudah mendekati 95,35 persen dan 88,90 persen. Sementara itu, jumlah anak yang putus sekolah di provinsi ini mencapai 1,26 persen dan 2,63 persen untuk SD/MI dan SMP/MTs.

Peningkatan angka partisipasi pendidikan tentu akan mendongkrak rata-rata lama sekolah di provinsi ini terutama bagi kabupaten/kota seperti: Kota Bandung, Kab. Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat ini masih jauh tertinggal dalam pencapaian tingkat pendidikan penduduk usia sekolah dibanding kota-kota yang ada di provinsi Jawa Barat. Bahkan perbedaan tersebut sangat mencolok dan telah melampau pencapaian provinsi ini sendiri yang hanya 7,5 tahun. Artinya, bahwa tingkat pendidikan penduduk di wilayah Bandung Raya setara dengan kelas satu sekolah tingkat menengah pertama.

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dalam bentuk disertasi dengan mengambil judul “Implementasi Kebijakan Dalam Mewujudkan Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Wilayah Bandung Raya (Studi di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat)”.
I. Fokus Penelitian
Penelitian ini difokuskan kepada implementasi kebijakan dalam mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar di Wilayah Bandung Raya. Khususnya berkaitan dengan belum efektifnya Angka Melek Huruf (AMH) dan Rerata Lama Sekolah (RLS). Ketidakefektifan implementasi kebijakan dalam mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar di Wilayah Bandung Raya tersebut di atas, akan dikaji dan dieksplorasi berdasarkan model-model implementasi kebijakan menurut Grindle (1980) yang terdiri dari content of policy dan context of implementation.
II. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka pernyataan masalahnya (problem statement) adalah implementasi kebijakan dalam mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar di Wilayah Bandung Raya belum berjalan secara efektif, sehingga menjadikan belum meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH) dan Rerata Lama Sekolah (RLS) di Wilayah Bandung Raya. Dari pernyataan masalah tersebut dapat diidentifikasi pertanyaan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor dominan apa saja yang menyebabkan tidak efektifnya implementasi kebijakan dalam mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar di Wilayah Bandung Raya?

2. Bagaimanakah strategi untuk mengefektifkan implementasi kebijakan dalam mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar di Wilayah Bandung Raya?

III. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji dan menganalisis faktor-faktor dominan apa saja yang menyebabkan tidak efektifnya implementasi kebijakan dalam mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar di Wilayah Bandung Raya.
2. Mengkaji dan menganalisis strategi untuk mengefektifkan implementasi kebijakan dalam mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar di Wilayah Bandung Raya.
IV. Kegunaan Penelitian
1. Segi Akademis, penelitian ini menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari, sehingga selain berguna dalam mengembangkan pemahaman, penalaran dan pengalaman penulis, juga bagi pengembangan ilmu administrasi publik khususnya tentang kebijakan publik.
2. Segi Praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan atau kerangka acuan bagi peneliti, masyarakat dan lembaga-lembaga yang terkait dalam pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) di Wilayah Bandung Raya yang terdiri dari Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung.
V. Kerangka Pemikiran

Administrasi publik merupakan salah satu bagian dari ilmu administrasi yang erat kaitannya dengan perumusan berbagai kebijakan negara. Administrasi publik sangatlah berpengaruh tidak hanya terhadap tingkat perumusan kebijakan, melainkan pula pad tingkat implementasi kebijakan, karena memang administrasi publik berfungsi untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan politik. Kebijakan publik mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu sama lain, termasuk di dalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Suatu kebijakan apabila sudah dibuat maka harus diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

Implementasi kebijakan berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan, strategi dari para aktor yang terlibat, ciri-ciri kelembagaan dan rezim, serta konsistensi dan daya tanggap terhadap dinamika lingkungan internal dan eksternal organisasi. Kaitannya dengan konteks di atas menurut Tachjan (2008:420) untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu sebagai berikut :

1. Kondisi Eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gagguan/kendala yang serius

2. Untuk Pelaksanaan Program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.

3. Perpaduan antara sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
4. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang andal
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.  
Syarat-syarat yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut di atas merupakan suatu proses dimana pelaksanaan kebijakan perlu memperhatikan kondisi baik secara internal maupun eksternal organisasi. Pembuat dan pelaksana kebijakan adalah orang, sekelompok orang atau organisasi yang mempunyai peran tertentu dalam kebijakan sebab mereka berada dalam posisi mempengaruhi, baik dalam pembuatan atau dalam pelaksanaan dan pengawasan atas perkembangan pelaksanaannya. Sedangkan kelompok sasaran (target group) adalah orang, sekelompok orang atau organisasi-organisasi dalam masyarakat yang perilaku atau keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan yang bersangkutan. Implementasi kebijakan dapat tercapai dari yang diharapkan secara sempurna (perfect implementation) dengan berlandaskan syarat-syarat implementasi kebijakan (the top down approach) seperti yang dikemukakan oleh Edwards III (1980:17), ditentukan oleh 4 (empat) faktor penting, yaitu “(a) Communication (komunikasi), (b) Resources (sumberdaya), (c) Dispositions (sikap implementor) dan (d) Bureaucratic Structure (struktur birokrasi)”. Karakteristik implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sistem politik, pemerintahan dan ekonomi. Artinya jika keputusan diambil oleh aparat publik pada hierarki organisasi dan kewenangan tertentu, maka dengan diterbitkan keputusan berarti adanya kekuatan mengikat terhadap obyek dan subyek dari kebijakan tersebut untuk mentaatinya. 
Sifat-sifat dari implementasi kebijakan tersebut memberikan dua arah yang berbeda, dimana yang satu begitu dirumuskan sekaligus dilaksanakan sedangkan yang satu lagi tidak otomatis dilaksanakan. Wahab (2008:79) menjelaskan dimensi untuk mengukur implementasi suatu kebijakan sebagai berikut :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

2. Sumber-sumber kebijakan

3. Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

5. Sikap para pelaksana

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat dijelaskan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut badan administratif tetapi juga mencakup jaringan kekuatan lainnya. Pelaku kebijakan atau “policy stakeholders”, tampak terlibat dalam siklus (policy circle) yang terkait dalam peran bertahap, yaitu sejak perumusan kebijakan, pembuatan, pengesahan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian kebijakan. Agar  pelaksanaan  kebijakan  berjalan secara efektif dan efisien, menurut Grindle (1980:33) bahwa aktivitas implementasi sebagai berikut : 
1. Content of Policy

a. Interest Affected (tujuan terpengaruh)
b. Type of Benefits (jenis manfaat)
c. Extent of Change Envision (membayangkan tingkat perubahan)
d. Site of Decision Making (tempat pengambilan keputusan)
e. Program Implementer (program pelaksana)
f. Resources Committed (Sumber berkomitmen)
2. Context of Implementation 
a. Power, Interest and Strategy of Actor Involved Extent of Change Envision (Kekuasaan, kepentingan, strategi yang melibatkan aktor dalam membayarkan tingkat perubahan)
b. Institution and Regime Characteristic Program (lembaga dan program karakteristik rezim)
c. Compliance and Responsiveness (kepatuhan dan daya tanggap).
Aktivitas implementasi kebijakan sebagaimana tersebut di atas erat kaitannya dengan proses politik dan proses administrasi dan dapat menentukan sukses tidaknya suatu implementasi kebijakan termasuk implementasi kebijakan Wajar Dikdas yang dilihat dari content of policy dan context of implementation. Konsep dasar yang komprehensif dan luas tentang fungsi pokok pendidikan dasar tidak hanya dipergunakan untuk masyarakat, tetapi hendaknya tertuju pada suatu kajian tentang praktek dan kebijakan pendidikan dasar pada tingkat awal yang memberikan suatu landasan yang mantap bagi praktek belajar peserta didik di masa depan, dan sekaligus mengembangkan keterampilan hidup (life skills) yang esensial untuk menghidupi sebuah kehidupan yang konstruktif dalam masyarakat. 

Untuk mencapai tujuan pendidikan yang bermutu untuk seluruh lapisan peserta didik pendidikan dasar, maka program belajar harus dirancang sebagai keseluruhan dari penawaran lembaga pendidikan (sekolah) termasuk kegiatan di luar kelas/sekolah dengan rangkaian mata pelajaran dan kegiatan yang terpadu. Setiap satuan pendidikan memperoleh identitas atas dasar caranya mereka menjalankan program-program belajar yang dikembangkannya. Faktor-faktor yang menentukan isi tiap program harus muncul jauh di luar batas-batas sekolah/satuan pendidikan. Faktor-faktor itu timbul melalui kekuatan-kekuatan sosial, kultural, ekonomi, dan konsep politik. Program belajar suatu sekolah/satuan pendidikan dasar harus mewakili keseluruhan sistem pengaruh yang membangun lingkungan belajar bagi peserta didik. 

Program itu sendiri terdiri atas unsur-unsur tertentu yang mencakup maksud dan tujuan, kurikulum, metode pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, pengembangan program belajar pendidikan dasar di masa depan perlu mendorong dan memfasilitasi penggalian potensi pendidikan dari media teknologi informasi modern, dunia kerja atau kultural, dan pengisian waktu luang. Hubungan implementasi kebijakan dengan terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sebagaimana dijelaskan oleh Islamy (2004:8-10) bahwa “varibel kebijakan sangat berkaitan dengan penentuan tujuan organisasi dengan menitikberatkan pada peran pimpinan organiasi melalui perencanaan, koordinasi dan memperlancar kegiatan ke arah sasaran organisasi, dalam hubungannya dengan terwujudnya pencapaian tujuan organisasi”.

Teori Grindle tersebut peneliti pilih dan digunakan dalam mengkaji permasalahan implementasi kebijakan Wajar Dikdas didasarkan kepada bahwa alat ukurnya sesuai dengan karakteristik permaalahan yang ada di lapangan. Berdasarkan uraian di atas, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam sebuah bagan sebagai berikut :

Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Pemikiran
VI. Proposisi

Beradasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan proposisi penelitian sebagai berikut : 

1. Terdapat faktor –faktor dominan yang menyebabkan tidak efektifnya implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Wilayah Bandung Raya.
2. Strategi content of policy dan context of implementation dapat mewujudkan implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Wilayah Bandung Raya.   
VII. Obyek dan Metode Penelitian

               Obyek penelitian ini berada pada Wilayah Bandung Raya yang terdiri atas 4 (empat) daerah penelitian yaitu : (1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, (2) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi, (3) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung dan (4)  Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat. 
Metode penelitian yang digunakan adalah dekriptif analisis, sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan strategi studi kasus. Menurut Moleong (2009:3) bahwa “penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Metode kualitatif dipilih dengan pertimbangan bahwa metode ini diharapkan dapat diperoleh data yang sebenar-benarnya dan mampu mengkaji masalah penelitian secara mendalam sehingga dapat diperoleh hasil yang diharapkan. Penggunaan metode penelitian kualitatif ini dirasakan sangat tepat dalam studi ilmu administrasi publik, terutama penelitian yang mencoba untuk mengkaji dan memahami suatu masyarakat. Melalui pendekatan ini, permasalahan penelitian yang ingin menghubungkan suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya, dapat memberikan informasi penting dalam bentuk deskripsi ilmiah bagi pembuat keputusan kebijakan wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas).
Strategi studi kasus yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini didasarka kepada pendapat Creswell ( 1995:12)  yang mengatakan “ bahwa strategi studi kasus dalam penelitian kualitatif adalah di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu. Kasus-kasus di batasi dengan waktu dan aktivitas, peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap, menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan”.

VIII. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi
b. Wawancara

 Ada dua bentuk wawancara yang digunakan yaitu :

1) Wawancara Berencana (Standardized Interview)
2) Wawancara Tak Berencana (Unstandardized Interview)
3) Focus Group Discussion

Focus Group Discussion dilaksanakan dengan melibatkan pembuat dan pelaksana kebijakan serta stakeholder yang berhubungan dengan implementasi kebijakan Waajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya, antara lain :

1. Para Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga di Wilayah  Bandung Raya

2. Stakeholder

3. Tokoh masyarakat 

c. Dokumentasi
IX. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses menyusun dan menggabungkan data ke dalam pola, tema, kategori, sedangkan penafsiran adalah memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, dan mencari hubungan antara beberapa konsep. Penafsiran menggambarkan perspektif peneliti bukan kebenaran. Analisis dan penafsiran data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya bukan merupakan hal yang berjalan bersama, keduanya dilakukan sejak awal penelitian. Analisis data dilakukan agar data yang telah diperoleh akan lebih bermakna. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih  mudah dibaca dan diinterprestasikan.

Analisis data dalam penelitian dilakukan melalui tiga tahapan, yang meliputi hal-hal berikut ini:

a. Reduksi data

b. Penyajian Data

c. Pembuatan Kesimpulan, Verifikasi, dan Refleksi
X. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan gambaran umum tentang implementasi kebijakan  dalam mewujudkan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya sebagaimana di uraikan tersebut di atas, maka peneliti selanjutnya membahas secara mendalam sebagai berikut :
1. Faktor-Faktor dominan yang Menyebabkan Tidak Efektifnya Implementasi Kebijakan Dalam mewujudkan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya
Berdasarkan hasil analisis bahwa faktor-faktor dominan yang menyebabkan tidak efektifnya implementasi kebijakan dalam mewujudkan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya, dilihat dari content of policy dan context of implementation dalam implementasi kebijakan dalam mewujudkan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya.  dapat dilihat dijelaskan berikut ini:  
a. Faktor Content of Policy 

Hasil analisis membuktikan bahwa faktor content of policy yang memiliki parameter interest affected atau pihak yang berkepentingan, seperti individu/ kelompok yang bersentuhan dalam implementasi kebijakan dapat merasa diuntungkan dan begitu pula sebaliknya. Sehingga pihak yang merasa kepentingannya terancam akan melakukan perlawanan. Komplik interes ini mengganggu terhadap implementasi kebijakan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya. Pada sisi lain, implementasi kebijakan tersebut, juga berkait dengan metode pelaksanaan monev internal yang dilakukan sangat beragam, sesuai tuntutan wilayah daerah masing-masing. Dalam pelaksanaan monev misalnya, kapasistan kompetensi yang memadai juga menjadi  bagian penting terhadap kesusksesan implementasi kebijakan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya, yang dilakukan secara sistematis dan terencana, sesuai jadwal yang telah disesuaikan. Demikian pula program monev yang dilakukan dinas Kota dan Kabupaten yang seharusnya menjadi agenda berkala ternyata inkonsistensi sehingga diperlukan pendekatan dan pemahaman secara gradual agar selaras dengan kepentingan dalam mewujudkan implementasi kebijakan tersebut.
Kendala yang muncul dalam aspek anggaran yakni dana safe guarding biaya monev untuk dinas pendidikan Kabupaten ditiadakan, sehingga berdampak terhadap implementasi kebijakan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya. Padahal penting dilakukan guna mendukung terhadap implementasi kebijakan yang dimaksud. Pada akhirnya, berpengaruh pula terhadap pemahaman sekolah dalam penggunaan dan pengelolaan dana yang berasal dari kebijakan Wajar Dikdas. Secara umum, terungkap bahwa implementasi kebijakan Wajar Dikdas di wilayah Bandung Raya telah memiliki arah yang jelas dan dukungan kebijakan yang kuat. Namun dalam tataran implementasinya masih menunjukan berbagai kelemahan dan kekurangan, dan perlu segera dievaluasi agar sejalan dengan cita-cita awal. Hal ini, menjadi persoalan mendasar dalam proses implementasi kebijakan ketika faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya implementasi kebijakan Wajar Dikdas di wilayah Bandung Raya.
Secara yuridis bahwa aspek kebijakan Wajar Dikdas tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka perluasan dan pemerataan pendidikan dasar. Kebijakan ini, merupakan pendekatan dari atas (top down policy) dimaksudkan untuk merubah perilaku lingkungan kebijakan. Dimana kebijakan sekolah gratis memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga bangsa yang telah memasuki usia sekolah untuk memperoleh pendidikan dasar yang layak. Inilah yang disebut extent of change envision dimana derajat perubahan yang ingin dicapai tepat sasaran, sebagaimana yang diamanahkan oleh UUD 45. Dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan dengan melibatkan pembuat dan pelaksana kebijakan, juga dukungan para stakeholder yang berhubungan dengan implementasi kebijakan wajar dikdas di wilayah Bandung Raya. 

Menurut para Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga di wilayah Bandung Raya, bahwa melalui kebijakan wajar Dikdas diharapkan mampu membangun karakter bangsa masa depan. Melalui pendidikan bangsa secara menyeluruh tanpa adanya perbedaan satu sama lainnya, maka harapan kesusksesan pendidikan nasional dapat terwujud secara merata. Semua itu, tidak akan berhasil apabila dukungan semua komponen bangsa tidak serius dan berpihak. Artinya, dukungan baik moril, materil, dan sarana pendukung pada semua sektor kependidikan.

Mengenai perubahan yang diharapkan dengan adanya kebijakan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya, stakeholder juga berperan strategis dalam membangun iklim pendidikan yang modern dan bervisi masa depan. Peran stakehorder dikatakan strategis yang turut membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan wajar dikdas di wilayah Bandung Raya. Betapa pentingnya membangun kesadaran masyarakat agar berpartisifasi dan pro aktif dalam pendidikan sebagai suatu jalan bersama untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia. Sebab itu, dukungan dalam membangun masyarakat yang berkualitas, agar selaras dengan tujuan bangsa, maka diperlukan suatu kebijakan Wajar Dikdas, agar mampu membangun persepsi masyarakat yang sama, meliputi cara pandang masyarakat tentang arti penting pendidikan dan pandangan mereka tentang kebijakan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya. 

Permasalahan yang muncul berkaitan dengan kebijakan Wajar Dikdas di wilayah Bandung Raya, adalah munculnya site of decision making yakni letak pengambil keputusan, artinya faktor-faktor memnyebabkan tidak efektifnya implementasi kebijakan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya, diakibatkan inkonsistensi para pelaksana kebijakan dalam mengimplementasi kebijakan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya. Sebagai masukan stakeholder yang terbangun dalam FGD, pada intinya menyoroti masih adanya kesenjangan koordinasi antara Disdikpora Provinsi dengan Disdikpora di wilayah Bandung Raya. Hal ini terjadi berkaitan dengan kultur birokrasi organisasi pemerintah daerah dengan Disdikpora Provinsi dan Disdikpora di wilayah Bandung Raya sekalipun memiliki hubungan struktural dengan pemerintah daerah, akan tapi masing-masing sulit melakukan berkoordinasi, sehingga diperlukan evaluasi pada sisi koordinasi secara berkesinambungan. 

Pada aspek program implementer atau pelaksana program dan resources committed atau sumber daya manusia yang digunakan, masih jauh dari harapan sehingga sikap para pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan di kalangan instansi pemerintah, cenderung belum lepas dari kepentingan-kepentingan politik tertentu, sehingga adanya implementasi kebijakan menjadi diskriminatif. Sementara dari beberapa tokoh masyarakat baik dari tokoh agama maupun Lembaga Swadaya Masyarakat, menilai sikap positif dan mendukung terlaksananya kebijakan Wajar Dikdas, namun secara kualitas sumber daya manusia para pelaksana kebijakan ini belum memiliki kesiapan penuh dalam menerima kebijakan ini dan kesiapan mengemban tugas sesuai dengan prosedur yang ada. Sikap kurang bersedia tersebut, menjadi labil ketika implementasi kebijakan wajar Dikdas di wilayah Bandung Raya, sehingga masih perlu ditingkatkan dan diberdayakan secara maksimal melalui mekanisme pelaksanaan program secara sistematis sesuai tupoksi masing-masing. 
Berdasarkan hasil temuan di lapangan, struktur birokrasi pada instansi pemerintah tidak mengalami hambatan kemudian untuk struktur birokrasi dari sekolah-sekolah baik reguler, standar naional maupun rintisan bertaraf internasional secara umum tidak mengalami hambatan, dalam pelaksanaan kebijakan Wajar Dikdas ditingkat sekolah selalu mengikutsertakan komite sekolah sebagai perpanjangan tangan warga sekolah dan orang tua, untuk orang tua siswa dibentuk rukun kelas sebagai perwakilan yang menghubungkan antara komite sekolah dengan orang tua siswa, dengan adanya perwakilan tersebut informasi yang disampaikan cukup efektif, dan dapat disimpulkan pelaksanaan kebijakan Wajar Dikdas di wilayah Bandung Raya dari segi struktur birokrasi cukup efektif.

Menurut para tokoh masyarakat baik pemukan agama, pemuka adat maupun dari Lembaga Swadaya Masyarakat, bahwa implementasi kebijakan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya yang dibangun melalui berbagai bentuk program telah sangat membantu dalam proses belajar mengajar, termasuk membantu dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah (RLS) dan IPM. Yang perlu diperhatikan lagi adalah menambah ruang atau kuota bagi mereka yang kurang mampu, dengan catatan harus selektif dan kepekaan data, sehingga tidak disalahgunakan oknum tertentu. Di wilayah Bandung Raya, kemiskinan dengan karakteristiknya belum tersentuh secara menyeluruh, sehingga diperlukan pro aktif pemerintah dan berbagai elemen masyarakat yang berkepentingan terhadap pendidikan nasional. Pada aspek equality-nya, implementasi kebijakan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya, telah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anak, termasuk anak dari keluarga miskin untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan dasarnya. 
b. Faktor Context of  Implementation 

Hasil analisis membuktikan bahwa faktor Context of Implementation yang memiliki parameter power, interest and strategy of action involved atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategis dari aktor yang terlibat, dan institutionand regime characteristic atau karakteristik lembaga dan rejim yang berkuasa, serta compliance and responsiveness atau tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana, memberikan makna terhadap terwujudnya implementasi kebijakan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya.

Berdasarkan kedudukan pembuat kebijakan terlihat adanya kesesuaian antara kedudukan dan kewenangan dengan tugas yang dibebankan kepada pihak yang terlibat. Dalam pelaksanaan sehari-hari pendelegasian wewenang berjalan dengan lancar. Tidak ditemui keluhan dari pelaksana kebijakan mengenai kurangnya kewenangan yang diberikan. Parameter interest and strategy of action involved atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategis dari aktor yang terlibat, memberikan dorongan yang signifikan terhadap faktor yang menyebabkan Tidak Efektifnya Implementasi Kebijakan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya. Hal ini betapa besarnya pengaruh kekuasaan dan kepentingan-kepentingan agar nuana kepentingan tertentu dapat turut masuk di dalam kebijakan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya.

Dilihat dari institutionand regime characteristic atau karakteristik lembaga dan rejim yang berkuasa, bahwa munculnya kebijakan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya, bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan yang dilakukan oleh penguasa sebagai pengatur tujuan berbangsa dan bernegara dengan harapan bahwa pendidikan Wajar Dikdas dapat membangun suatu karakter bangsa, baik secara kelembagaan, pemerintahan, negara dan bangsa dimasa depan. Inilah yang dimaksud dengan adanya kebijakan melalui implementasi Wajar Dikdas sembilan tahun, yang menjadi rujukan, tujuan, dan harapan masyarakat melalui pendidikan formal yang berkesinambungan.  

Semua kebijakan yang dilakukan tentu saja tidak serta merta dapat berjalan otomatis, namun dengan parameter compliance and responsiveness atau tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana sebagai dukungan dari perangkat negara, maka jangan harap akan berhasil ketika dilaksanakan tanpa adanya kepatuhan dan respon dari berbagai pihak. Demikian pula Mengefektifkan Implementasi Kebijakan Dalam Mewujudkan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya, dengan dukungan dari parameter power, interest and strategy of action involved, institutionand regime characteristic dan compliance and responsiveness memberikan pengaruh signifikan terhadap faktor penyebab tidak efektifnya implementasi kebijakan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya. 

Dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak seperti para Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga, tokoh masyarakat dan stakeholder di wilayah Bandung Raya mengatakan, “bahwa pelaksana implementasi kebijakan Wajar Dikdas senantiasa diawali dari aktor negara atau pemerintah sebagai agensi eksekutif. Karenanya, implementasi kebijakan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya digolongkan kepada kebijakan yang bersifat government driven policy. Oleh sebab itu, para pelaksana program Wajar Dikdas dalam setiap jajarannya harus memiliki komitmen tinggi sebagaimana yang diamanahkan dalam UUD 45”.

Proses implementai kebijakan Wajar Dikdas yang melibatkan berbagai aktor pengambilan keputusan ini, harus diakui masih terjadi multitafsir yang terkadang tumpang tindih, sehingga diperlukan evaluasi dalam setiap pelaksanaan. Mengingat dari masing-masing aktor mempunyai posisi dan kepentingan tertentu (khusus) yang dapat menyebabkan konflik kepentingan melalui strategi-strategi yang digunakan. Demikian pula munculnya faktor penyebab tidak efektifnya implementasi kebijakan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya, selain inkonsistensi juga diperlukan adanya pendekatan pada aspek humanis, guna menyelaraskan visi upaya dapat berjalan dengan baik.

Statement atau pernyataan dari beberapa stakeholder, mengatakan, bahwa Tidak Efektifnya Implementasi Kebijakan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya, dipengaruhi oleh karakteristik lembaga dan rejim yang berkuasa, sehingga efektivitas Implementasi Kebijakan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya, cenderung setengah hati akibat adanya kepentingan politik tertentu sehingga kedepan Implementasi Kebijakan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya, benar-benar menyentuh masyarakat dan warga belajar. Pada prinsipnya, semua stakeholder mendukung adanya kebijakan wajar dikdas selama itu untuk membangun kepentingan pendidikan nasional.

Kritikan juga muncul terhadap kepemimpinan Jawa Barat, dalam hal ini gubernur yang memiliki tanggung jawab penuh atas efektivitas Implementasi Kebijakan Dalam Mewujudkan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya. Harus diakui bahwa Jawa Barat adalah parameter wajar dikdas nasional. Dukungan nyata dari Jawa Barat adalah sebagai pelopor Getramasekdas. Jadi Wajar dikdas di wilayah Bandung Raya menjadi tolok ukur kinerja wajar dikdas. Sebab itu, munculnya  kebijakan wajar dikdas jangan sampai bias, artinya jauh panggang dari api. Apa pun yang kita lakungkan tidak memperoleh hasil yang baik. Karenanya, faktor-Faktor yang Menyebabkan Tidak Efektifnya Implementasi Kebijakan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya, harus disingkirkan jauh-jauh dan hal ini membutuhkan sikap tegas dari leadership dan pelaksana lapangan. 

Agar kebijakan wajar dikdas itu efektif, harus terus dikawal dalam pelaksanaan kebijakan Wajar Dikdas, sehingga tidak melenceng dan tepat sasaran dari yang telah diprogramkan pemerintah, khususnya dalam mengimplementasikan kebijakan wajar dikdas di wilayah Bandung Raya, yang selama ini disinyalir terdapat adanya faktor-faktor penghambat baik dari sisi internal maupun eksternal. Selanjutnya, sebagai pelaksanaan teknis kebijakan Wajar Dikdas Wilayah Bandung Raya, tidak lagi terdengar adanya kewenangan didelegasikan yang tumpang tindih, yang dinilai mengganggu kinerja dalam setiap pembagian tugas masing-masing.

Dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dihasilkan dari beberapa tokoh masyarakat menilai bahwa Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tidak Efektifnya Implementasi Kebijakan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya, adalah masih lemahnya pengawasan dan evaluasi, sehingga akuntabilitas dan transparansi tidak terdengar. Sebab itu, masyarakat harus tahu sejauhmana kebijakan wajar dikdas yang menjadi sandaran pelaksanaan wajar dikdas tersebut memiliki kemampuan akuntabilitas publik dan dapat diketahui secara bersama-sama. Menurut beberapa tokoh masyarakat, kebijakan wajar dikdas masih adanya kerancual dalam pelaksanaan akibat para pelaksana yang kurang mengerti sehingga salah dalam mengimprestasikannya. Khususnya para pelaksana tingkat sekolah dasar dan menengah, mereka tak jarang melakukan terjun bebas atas kebijakan yang diambil dan dimengertikan secara sendiri-sendiri. Akibatnya, solusi yang diambil sering bertolak belakang dengan keinginan warga masyarakat dan warga belajar. 

Pada aspek anggaran ternyata lebih mengoptimalkan kinerja Disdikpora melalui pihak sekolah, dan tidak seutuhnya membentuk dan mewujududkan masyarakat yang cerdas bebas buta aksara dan menambah jumlah lulusan SD/SMP. Masyarakat termasuk pihak yang kepentingannya yang sering dirugikan akibat kebijakan yang disalahartikan oleh para pelaksana lapangan. Yang cukup menderita adalah masyarakat miskin yang berpenghasilan pas-pasan. Pada satu sisi selain  biaya hidup yang terus meningkat, ditambah pula sulit untuk menyekolahkan anak dengan pilihan sekolah yang diharapkan. 
Beberapa argumen tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan, anggaran, SDM, infrastruktur pendidikan menjadi keluhan dan perlu dioptimalkan di wilayah Bandung Raya. Sebab itu, Disdikpora senantiasa melakukan evaluasi terhadap wajar dikdas guna mewujudkan masyarakat yang cerdas dan bebas buta aksara. Masyarakat termasuk pihak yang kepentingannya akan dipengaruhi oleh kebijakan Wajar Dikdas. Sebab itu kebijakan pemerintah harus jelas keberpihakannya terhadap masyarakat. Khususnya dapat mengayomi masyarakat secara keseluruhan agar tidak lagi terdengar ada masyarakat putus sekolah dengan alasan biaya. Demikian pula implementasi kebijakan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya, cukup merespon persoalan Wajar Dikdas, meski kuantitasnya harus ditingkatkan, namun implementasi wajar dikdas di wilayah Bandung Raya, cukup berhasil dalam mengentaskan buta huruf.

Teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini dapat dikritisi dimana masih terdapat kelemahan pada tataran empirik di lapangan, sehingga belum dapat memberikan sumbangan pemikiran ke arah yang lebih efektif, baik faktor Content of Policy maupun context of implementation. Kelemahan tersebut berkaitan dengan parameter extent of change envision (derajat perubahan yang ingin di capai)  dalam content of policy dan institution and regime charakteristic (karakteristik lembaga dan rezim  yang berkuasa) dalam context of implementation belum dapat dilaksanakan dengan efektif karena perlu disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu disaran adanya penelitian lanjutan. Sedangkan Temuan yang dihasilkan dalam penelitian adalah bahwa kondisi sosial ekonomi dan politik yang ada di masyarakat sebagai temuan baru perlu di jadikan parameter tambahan untuk dapat meningkatkan implementasi kebijakan berkaitan dengan peningkatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
2. Strategi Mengefektifkan Implementasi Kebijakan Dalam Mewujudkan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya
Berdasarkan hasil analisis bahwa faktor content of policy dan context of implementation memiliki makna Strategi Mengefektifkan Implementasi Kebijakan Dalam Mewujudkan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada uraian berikut ini : 

a. Faktor Content of Policy 

Hasil analisis membuktikan bahwa faktor content of policy memiliki interest affected atau pihak yang berkepentingan. Dalam konteks ini, strategi Mengefektifkan Implementasi Kebijakan Dalam Mewujudkan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya, adalah bagaimana dapat mengakomodir berbagai kepentingan. Tidak sedikit dalam tataran implementasi terjadi kontraproduktif. Hal ini akibat konflik interes yang cukup mengganggu, sehingga strategi yang dibutuhkan jalan yang seimbang antara  pelaku kebijakan. Di lain pihak, munculnya strategi dalam Mengefektifkan Implementasi Kebijakan Dalam Mewujudkan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya, dapat memiliki manfaat yang menyeluruh terutama bagi kepentingan kependidikan wajar dikdas di wilayah Bandung Raya. artinya daya dukung dalam membangun strategi ini, dapat sejalan dengan program pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pada aspek interest affected, telah memberikan ruang dalam peningkatan pendidikan dasar di wilayah Bandung Raya. Sekalipun dalam implementasi kebijakan Wajar Dikdas, kepentingan-kepentingan turut mempengaruh dalam berbagai kebijakan. Secara politis kepentingan tersebut, memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi para pengambil keputusan kebijakan wajar dikdas pada tataran politis. Demikian pula, dalam mengambil strategi dalam mengefektifkan kebijakan dalam mewujudkan wajar dikdas di wilayah Bandung Raya, senafas dengan tujuan pendidikan dasar itu sendiri. Tepy of benefits atau kemanfaatan, dalam mengembangkan strategi dalam mengefektifkan implementasi kebijakan dalam mewujudkan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya, tidak saja dipangku dalam bentuk kebijakan sepihak, namun harus dilihat dari sisi manfaat dan kepentingan masyarakat secara luas. Kebijakan wajar dikdas tidak boleh menyingpang dari tujuan UUD 45, sebab Strategi Mengefektifkan Implementasi Kebijakan Dalam Mewujudkan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya, harus terukur dan berjalan searah dengan cita-cita bangsa ini.

Dalam aspek extent of change envision, site decision making, program implementer dan resources committed, juga didukung oleh partisipasi publik secara nyata. Hal ini penting untuk diketahui, sebab strategi ini merupakan terobosan dalam rangka meningkatkan kualias SDM bangsa. Secara umum, strategi Mengefektifkan Implementasi Kebijakan Dalam Mewujudkan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya, telah berjalan pada trek yang benar dan dipandang telah memiliki arah yang jelas. Namun semua strategi yang diambil bukan berarti ideal dan tidak memiliki kelemahan dan kekurangan. Dengan terukurnya konsep strategi yang akan dimplementasikan, maka akan terlihat kekurangan dan kelemahan sehingga akan mudah untuk diperbaiki dan dievaluasi yang tujuan akhirnya meningkatkan kualitas wajar dikdas di wilayah Bandung Raya. Strategi Mengefektifkan Implementasi Kebijakan Dalam Mewujudkan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya, bagaimana membangun pendidikan anak bangsa di masa depan. Tidak dipungkiri, bahwa proses efektivitas implementasi kebijakan yang paling mendasar adalah ketika diterapkan para waktu yang tepat. Tentunya saja dengan segala konsekuensinya, yang harus siap diterima, terutama dalam menghadapi sejumlah kendala dilapangan.
Wajar Dikdas merupakan kebijakan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di wilayah hukum masing-masing. Untuk menselaraskan kepentingan pusat tersebut, perlu diimbangi dan disesuaikan dengan kepentingan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah masing-masing. Artinya, Strategi dalam Mengefektifkan Implementasi Kebijakan Dalam Mewujudkan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya, dipadukan dengan kepentingan daerah baik secara ekonomi, politik dan sosial, dimana domainnya akan berlaku di wilayah Bandung Raya. Kebijakan tidak cukup hanya mengandalkan top down policy. Akan tetapi strategi kebijakan dalam mewujudkan wajar dikdas diperuntukan seluas-luasnya bagi warga bangsa yang telah memasuki usia sekolah agar memperoleh pendidikan dasar yang layak. Itulah amanah dalam UUD 45. Tanggapan dari berbagai komponen masyarakat terungkap ketika dalam pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD), selain mendapat respon positif daripara stakeholder, dinas dan tokoh masyarakat yang berkepentingan dengan dunia pendidikan nasional, juga sejumlah saran dan pendapat muncul sebagai masukan dalam penelitian ini. 

Menurut para Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga di wilayah Bandung Raya, bahwa wajar dikdas merupakan kebutuhan dasar bagi manusia dalam membangun sumber daya manusia bangsa kedepan. Begitu strategisnya Wajar dikdas maka negara berperan langsung dalam pola pengembangan pendidikan nasional. Kepentingan negara dalam wajar dikdas sangat kentara, hal ini dilakukan tiada lain untuk membangun sumber daya manusia bangsa ini dimasa depan, sebab pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan diaraih hasilnya ketika dua puluh tahun kedapan. Melalui pendidikan dasar secara menyeluruh tanpa membedakan sesama anak bangsa yang diyakini mampu merubah SDM bangsa ini menjadi menerus generasi sebelumnya dengan harapan tentunya kualitas SDM lebih baik dan memiliki karakter sebagai bangsa Indonesia dimata dunia. 

Perubahan yang diharapkan dengan kebijakan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya, mampu memberikan pendidikan kepada masyarakat secara baik dengan kualitas yang diandalkan. Selain itu, dapat menciptakan iklim pendidikan modern, dan bervisi masa depan. Maka selama itu pula pendidikan menjadi andalan. Dengan keterlibatan berbagai komponen masyarakat dalam membangun pendidikan nasional menjadi bukti bahwa betapa pentingnya pendidikan bagi bangsa ini. Demikian pula dengan, lahirnya kebijakan wajar dikdas yang terbangun dengan strategis Mewujudkan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya secara merata dan konsisten. 

Menurut beberapa stakeholder, bahwa intinya kebijakan wajar dikdas mampu memberikan peluang pemerataan pendidikan tanpa diskriminasi. Kepentingan masyarakat pada sektor pendidikan dasar menjadi prioritas. Sebab itu, tujuan kebijakan wajar dikdas tidak harus diukur dengan sesaat, namun harus dilihat dari dampak yang ditimbulkan dari kebijakan wajar dikdas tersebut, apakah kebijakan yang dilakukan tersebut mampu mengakomodir kepentingan masyarakat dan selaras dengan nilai-nilai positif dalam pembangunan SDM yang bertaqwa. Tujuan akhirnya, bahwa pendidikan mampu menciptakan manusia Indonesia seutuhnya. Itu sebabnya, strategi mengefektifkan Implementasi Kebijakan Dalam Mewujudkan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya, diharapkan menjadi jembatan keadilan dunia pendidikan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. 

Para pengambil keputusan cukup signifikan dalam mendukung berjalannya proses pendidikan wajar dikdas di wilayah Bandung Raya. Pada sisi lain, kebijakan wajar dikdas ternyata sangat membantu orang tua siswa dalam ketika mereka akan menyekolahkan anak-anak mereka. Dukungan komite sekolah juga memberikan warna yang baik terhadap berbagai kemudahan pendidikan di wilayah Bandung Raya. Dari fakta dilapangan, nyaris tidak ada anak putus sekolah karena alasan biaya. Para pengambil keputusan senantiasa melibatkan Komite Sekolah dalam penyelenggaraan kependidikan yang ada di wilayah Bandung Raya. 

Menurut beberapa tokoh masyarakat bahwa Implementasi Kebijakan Dalam Mewujudkan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan operasional wajar dikdas di lapangan. Wajar dikdas dengan segala persoalnya dapat diterobos dengan mudah oleh sebuah kebijakan sehingga memutus persoalan yang dipandang akan menghambat wajar dikdas di wilayah Bandung Raya, dapat dihindari artinya selama itu bisa dipermudah mengapa dipersulit.

b. Faktor Context of  implementation 

Hasil analisis membuktikan bahwa faktor context of implementation yang memiliki parameter power, interest and strategy of actor involved, institution and regime characteristic dan compliance and responsiveness, merupakan perangkat pendukung dalam rangka Mengefektifkan Implementasi Kebijakan Dalam Mewujudkan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya. Kebijakan wajar dikdas yang sarat kepentingan politik dan kepentingan berbagai pihak ini tidak serta merta dilakukan tanpa terlebih dulu memprioritaskan kepentingan publik dalam hal ini warga belajar. 

Strategi kebijakan untuk mewujudkan wajar dikdas tidak terlepas dari kepentingan kekuasaan dengan melibatkan berbagai aktor kebijakan, sehingga ketika proses implementasi kebijakan wajar dikdas sering kali terlansir masukan-masukan kepentingan tertentu. Padahal tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang akan menerima kebijakan wajar dikdas diberlakukan. Kebijakan tak jarang pula bertolak belakang dengan harapan warga belajar, ini akibat kebijakan yang dilahirkan tanpa tebih dulu mengkaji dari aspek pranata sosial masyarakatnya, sehingga muncul kesenjangan bahkan reaksi keras di berbagai komponen masyarakat. 

Strategi Mengefektifkan Implementasi Kebijakan dalam Mewujudkan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya, dapat diberlakukan pada waktu dan tepat sasaran. Demikian pula dalam tataran implementasi kebijakan wajar dikdas di wilayah Bandung Raya, kebijakan sering muncul dengan gaya tertentu dan tak jarang pula kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh para pelaksana karena tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang membutuhkan. Dalam Mengefektifkan Implementasi Kebijakan tersebut, sedapat mungkin karakteristiknya disesuaikan dengan kepentingan masyarakat, karenaya lembaga dan rezim yang berkuasa saat ini harus mereduksi kepentingan yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat. Kebijakan bukan sepihak atas kepentingan kekuasaan, namun kekuasaan melalui kebijakannya harus mengapresiasi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat primer dalam masyarakat. 

Berbagai kasus terjadi, ketika kebijakan wajar dikdas yang dilahirkan cenderung bertolak belakang dengan kondisi nyata dan tidak sejalan dengan keinginan masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan. Kelemahan tersebut, akibat ketidakmampuan kebijakan dalam menstrukturkan secara tepat proses implementasi, seperti inkonsistensi dalam menetapkan prosedur teknis dan petunjuk pelaksanaan operasional kebijakan; sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga pelaksana; dan kondisi sosial masyarakat.

Realitas tersebut, ditunjang pula oleh permasalahan perbedaan persepsi antara masyarakat, sekolah di dalamnya guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan, dinas pendidikan dan pemerintah tentang kebijakan Wajar Dikdas, maka ketika kebijakan wajar dikdas dilaksanakan dengan dipersepsikan berbeda-beda berdampak kesumiran antara aturan, pelaksana lapangan, birokrasi dan masyarakat sering tidak nyambung. Pada akhirnya, kebijakan tersebut, stagnan dengan penuh ketidakjelasan. Padahal lahirnya kebijakan tidak sedikit menyedot anggaran yang sedemikian besar.  

Akibat salah pengertian kebijakan, maka wajar dikdas tidak lagi sejalan dengan tujuan pendidikan. Inilah yang menjadi kekhawatiran  yang oleh sebagian masyarakat dimaknai kebijakan sepihak dan tidak berpihak kepada masyarakat. Padahal kebijakan tidak selalu diperuntukan untuk kepihakan kepada aspek tertentu, namun kebijakan adalah suatu ruang yang memungkinkan diambil suatu keputusan agar memberikan nilai-nilai positif terhadap suatu kebijakan yang telah diambil, sehingga memudahkan dalam melakukan suatu urusan yang bersifat kepentingan publik. 

Strategi Mengefektifkan Implementasi Kebijakan Dalam Mewujudkan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya, adalah bagaimana dapat memudahkan masyarakat dalam mengenyam pendidikan wajar dikdas di wilayah Bandung Raya, maka implementasi kebijakan Wajar Dikdas ini diharapkan dapat mereduksi kepentingan masyarakat secara menyeluruh pada bidang pendidikan dasar bagi masyarakat. Strategi Mengefektifkan Implementasi Kebijakan Dalam Mewujudkan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya, berbanding lurus dengan kepentingan masyarakat dan kebutuhan pendidikan dasar masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun (Wajar Dikdas 9 Tahun) dan Pemberantasan Buta Aksara. 

Dalam FGD yang dihadiri berbagai komponen masyarakat, menurai Strategi Mengefektifkan Implementasi Kebijakan Dalam Mewujudkan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya, bahwa bahwa faktor Context of Implementation dengan parameter power, interest and strategy of action involved atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategis dari aktor yang terlibat, dan institutionand regime characteristic atau karakteristik lembaga dan rejim yang berkuasa, serta compliance and responsiveness atau tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana, memberikan pengaruh signifikan terhadap Strategi Mengefektifkan Implementasi Kebijakan Dalam Mewujudkan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya.

Menurut para Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga di wilayah Bandung Raya, bahwa Context of Implementation memberikan makna dalam mewujudkan kebijakan yang ada. Kebijakan memang tidak mudah dilaksanakan dan sering terkendala oleh kondisi dan situasi berbeda sesuai dengan demogafis daerah masing-masing. Sebab itu, kebijakan yang bersifar reguler memerlukan komitmen tersendiri dan aktor negara atau pemerintah sebagai agensi eksekutif dan paham akan situasi dan kondisi daerah. Demikian pula, dengan strategi implementasi kebijakan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya dapat kategorikan kebijakan yang bersifat government driven policy, dan diperlukan para pelaksana Wajar Dikdas dalam setiap jajaran dinas atau SKPD sebagai institusi yang diberita kewenangan dan tanggung jawab.

Konteks karakteristik lembaga dan rejim yang berkuasa, menurut beberapa stakeholder, kebijakan sering kali diidentikan kepentingan dan bernuansa politis. Demikian halnya dengan kebijakan wajar dikdas, kepentingan rejim selalu nampak. Terlebih kebijakan tersebut, menyangkut anggaran dan kepentingan publik. Persoalannya, bagaimana kebijakan tersebut dibentuk untuk kepentingan secara luas dan tidak diplintir oleh kepentingan sesaat. Yang lebih parah, manakala kebijakan tersebut, dibuat atas dasar kepentingan politis kelompok atau partai, maka dipastikan kebijakan yang terlahir hanya condong terhadap minoritas yang menjadi  tujuan kepentingan kelompok atau politik sehingga tidak lagi mencerminkan kebangsaan.

Berdasarkan argumentasi beberapa stakeholder, menyebutkan, bahwa kebijakan yang dilahirkan dengan kepentingan kelompok tertentu, cenderung berat sebelah, sehingga tidak lagi netral atas kepentingan publik. Sebab itu, semua komponen masyarakat wajib mengawal setiap kebijakan yang dikeluarkan. Apakah kebijakan tersebut, dapat diterima publik atau tidak. Padahal tujuan dari kebijakan itu sendiri, adalah seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat. Artinya, kebijakan diimplementaskan kepada tataran yang kepentingan masyarakat secara luas dan tidak diskriminatif. Pada prinsipnya setiap stakeholder, dukungan terhadap kebijakan wajar dikdas di wilayah Bandung Raya, dan akan mendukung sepenuhnya. Namun menurut bebera stakeholder, kebijakan wajar dikdas juga harus harus selaras dengan nafas UUD 45. Jika wajar dikdas sebagai dasar kebutuhan pendidikan dasar masyarakat, setidaknya kebijakan yang dilahirkan sesuai dengan nafas kondisi sosial ekonomi masyarakat yang ada di daerah masing-masing. Sementara dari beberapa tokoh masyarakat mengatakan, kebijakan wajar dikdas diterjemahkan oleh pelaksana dalam bentuk pelayanan lebih baik. Tanpa adanya dukungan pelayanan yang baik, maka proses yang diberikan menjadi mudah dan tidak birokratis dan berbelit-belit, sehingga mengganggu terhadap strategi implementasi kebijakan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya.

Hasil FGD dapat disimpulkan bahwa strategi Mengefektifkan Implementasi Kebijakan Dalam Mewujudkan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya, dibangun dengan mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang ada dalam masyarakat. Kepekaan pelayanan, tidak diskriminasi, disosialisasikan, selaras dengan tujuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kebangsaan, tepat sasaran dan tidak berbelit-beli. Kebijakan seharusnya, menjadi pelindung masyarakat, sehingga tidak terjadi distorsi ketika diimplementasikan. Sebab itu, kebijakan wajar dikdas akan berhasil ketika dukungan semua aspek mendukungnya. Demikian pula dengan Strategi Mengefektifkan Implementasi Kebijakan Dalam Mewujudkan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya, diperlukan dukungan penuh dari semua komponen masyarakat yang selaras dan tujuan dari kebijakan yakni mewujudkan wajar dikdas sembilan tahun di wilayah Bandung Raya. 

Teori Grindle sebagaimana peneliti gunakan di dalam penelitian ini, dapat peneliti kritisi berkaitan dengan strategi dalam mengimplementasikan kebijakan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya, dimana resources committed (sumber-sumber daya yang digunakan) dari faktor content of policy dan institution and regime charakteristic dalam context of implementation belum dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu Wajar Dikdas belum mampu memenuhi semua tuntutan dan kebutuhan pendidikan mereka, sehingga perlu ditingkatkan dan dievaluasi dari berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya wajib belajar pendidikan dasar di wilayah Bandung Raya.
Implementasi kebijakan publik menurut Grindle selalu dipengaruhi oleh dua hal yaitu content of policy dan context of implementation. Content of policy mengacu kepada isi yang terdapat dalam implementasi kebijakan, sedangkan context of implementation mengacu kepada kondisi lingkungan yang melingkupi implementasi kebijakan. Oleh karena itu peneliti dapat menjelaskan secara rinci, content of policy mencakup (1) pihak yang kepentingannya dipengaruhi; (2) jenis manfaat yang akan diperoleh; (3) derajat perubahan yang diharapkan; (4) kedudukan pembuat kebijakan (5) (Siapa) pelaksana program; dan (6) sumber daya yang dikerahkan. Sementara faktor yang menjadi cakupan context of implementation adalah (1) kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; (2) karakteristik lembaga dan penguasa; dan (3) kepatuhan dan daya tanggap.

Selanjutnya, daya tanggap (responsiveness) harus dimiliki oleh setiap lembaga publik untuk mengetahui informasi yang dapat digunakan dalam mengevaluasi keberhasilan implementasi kebijakan. Daya tanggap tersebut tidak hanya pemberian fleksibilitas, dukungan, dan umpan balik, tetapi juga melakukan control (pengendalian) dalam pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian menurut Grindle, content of policy dan context of implementation merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam mencapai tujuan daridiimplementasikannya suatu kebijakan publik.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pihak yang kepentingannya dipengaruhi dengan adanya kebijakan Wajar Dikdas adalah pemerintah yang dalam hal ini Disdikpora di lokasi penelitian selaku pelaksana kebijakan. Hal ini didasarkan oleh adanya kucuran dana kebijakan tersebut dapat lebih mengoptimalkan kinerja Disdikpora melalui pihak sekolah dalam membentuk dan mewujududkan masyarakat yang cerdas dbebas buta aksara dan menambah jumlah lulusan SD dan SMP. Masyarakat juga termasuk pihak yang kepentingannya dipengaruhi oleh kebijakan Wajar Dikdas tersebut. Hal ini dikarenakan rata-rata masyarakat miskin berpenghasilan pas-pasan dengan biaya hidup yang terus meningkat. Sehingga untuk menyediakan biaya pendidikan dari yang layak bagi anak mereka sulit untuk diwujudkan, dengan adanya kebijakan wajar Dikdas ini sangat membantu masyarakat untuk dapat memberikan pendidikan bagi anak-anaknya, paling tidak pada tingkat pendidikan dasar SD dan SMP.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan di wilayah Bandung Raya, bahwa kebijakan yang baik tentunya memberi manfaat kepada seluruh stakeholder dari kebijakan tersebut. Manfaat implementasi ini perlu memperhatikan ruang lingkup, kepentingan instansi pelaksana maupun kepentingan masyarakat. Dalam konteks kebijakan Wajar Dikdas, kebijakan harus memberikan nilai manfaat yang dapat diperoleh, yakni ; a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dasar, b. Memberikan kemungkinan peserta didik menimba ilmu kejenjang yang lebih tinggi, dan c. Mempertinggi daya tangkap dan kreatifitas masyarakat. 
Berdasarkan hasil penelitian, bahwa kebijakan Wajar Dikdas memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat dalam hal pembiayaan sekolah anak-anak mereka. Manfaat kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat miskin, namun masyarakat yang lebih mampu pun merasakan manfaat dari kebijakan Wajar Dikdas. Dengan adanya kebijakan tersebut alokasi biaya pendidikan dapat dipergunakan untuk memberikan pendidikan tambahan bagi anak berupa les privat atau kegiatan lainnya. Sedangkan untuk masyarakat kurang mampu, alokasi biaya sekolah dapat dipergunakan untuk kebutuhan pokok lainnya atau untuk tabungan apabila nanti anak mereka masuk ke SMA.

Perubahan yang diharapkan dengan adanya kebijakan Wajar Dikdas ini adalah terwujudnya pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan khususnya pada tingkat pendidikan dasar. Kendala anak bersekolah biasanya berkaitan tidak saja dengan kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya, serta berkaitan dengan biaya pendidikan yang dirasakan berat oleh masyaraklat, terutama masyarakat miskin. Oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah mencanangkan Kebijakan sekolah gratis. Kebijakan tersebut merupakan suatu ikrar politis sekaligus ikrar manajemen. Dari sudut pandang politik pernyataan gratis pada kebijakan Wajar Dikdas dapat dimaknai bahwa orang tua tidak dipungut biaya sama sekali. Baik bagi orang tua yang anaknya sekolah SD dan SMP negeri dan swasta tanpa terkecuali. Namun dari sudut pandang manajemen, pernyataan gratis tidak berarti sepenuhnya gratis.

Kebijakan Wajar Dikdas merupakan suatu program yang diarahkan untuk membentuk persepsi stake holder pendidikan dasar, yang terdiri dari orang tua siswa yang anaknya terdaftar pada SD dan SMP negeri dan swasta, dan kepala SD dan SMP negeri dan swasta. Kedua belah pihak ini merupakan pihak yang secara langsung terkena dampak dari program ini. Orang tua dari siswa SD dan SMP negeri merupakan pihak yang mendapat benefit dari program ini, karena dengan adanya program ini mereka tidak lagi harus menanggung biaya langsung bagi anaknya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di SD maupun SMP. Orang tua yang anaknya terdaftar pada SD dan SMP swasta tidak secara langsung mendapat benefit dari program ini, namun kebijakan Menteri Pendidikan Nasional menekankan bahwa siswa yang berasal dari keluarga miskin juga dapat dibebaskan dari biaya operasional. Sedangkan siswa dari SD dan SMP swasta pada umumnya diharapkan tidak ditarik secara berlebihan. Namun demikian pemerintah daerah diharapkan dapat juga membebaskan orang tua yang anaknya terdaftar pada SD dan SMP swasta dari biaya operasional. Dana yang berasal dari kebijakan Wajar Dikdas yang berasal dari pemerintah pusat pada dasarnya sebagai intial endowment bagi pemerintah daerah untuk menggratiskan pendidikan dasar.

Pemerataan pendidikan dalam arti pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan telah lama menjadi masalah yang mendapat perhatian di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari makin tumbuhnya kesadaran bahwa pendidikan mempunyai peran penting dalam pembangunan bangsa, seiring juga dengan berkembangnya demokratisasi pendidikan dengan semboyan education for all. Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu Equality dan Equity. Equality atau persamaan mengandungn arti persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sedangkan equity bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama. 

Dimensi pemeratan pendidikan telah diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, dan Pasal 11, ayat (1) menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Dalam dunia pendidikan diperlukan layanan pendidikan dalam  mengantisipasi persaingan global disamping penyandang buta huruf adalah  masyarakat miskin di tempat tempat yang jauh dan tersebar. Guna mengatasi  hal yang tidak mungkin diselenggarakan pendidikan konvensional atau tatap muka ini perlu ditempuh strategi yang memanfaatkan potensi dan kemajuan teknologi baru. Di Indonesia, yang paling memerlukan pendidikan adalah mereka yang berada di daerah miskin dan terpencil. Untuk mengatasi kebutuhan pendidikan bagi mereka  adalah upaya penerapan cara non-konvensional. 
Cara lain itu adalah memanfaatkan potensi, kemajuan serta keluwesan teknologi.baru. Sekalipun teknologi baru seperti teknologi komunikasi, informasi dan adi-marga menawarkan pemerataan pendidikan dengan biaya yang relatif rendah, penggunaannya masih merupakan jurang pemisah antara “yang kaya” dan “yang miskin”. Disamping itu, sekalipun teknologi dapat menjangkau yang tak terjangkau serta dapat menghadirkan pendidikan kepada warga belajar, mereka yang terlupakan tetap dirugikan karena bukan hanya tetap buta teknologi tetapi tertinggal dalam hal ilmu pengetahuan.

Mayoritas kaum miskin di Indonesia tinggal di tempat-tempat jauh  yang terpencil. Mereka praktis kekurangan segalanya; fasilitas, alat-alat  transportasi dan komunikasi disamping rendahnya pengetahuan mereka terhadap teknologi. Bila pendidikan ingin menjangkau mereka yang kurang beruntung ini --bila perbaikan hidup masyarakat yang lebih banyak ini yang menjadi sasaran kita dengan menyediakan pendidikan yang lebih berkualitas; lebih efektif dan cepat-- kondisi yang proporsional harus diciptakan dengan memobilasasi sumber-sumber lokal dan nasional. 

Ikhtiar pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan melalui berbagai kebijakan seperti Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ( Wajar Dikdas) pada dasarnya berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas SDM, dimana pendidikan (tingkat partisipasi sekolah) merupakan sesuatu yang urgen, pada masa Orde baru upaya untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan terus dilakukan, pada tahun 1984 dicanangkan Wajar 6 tahun, sepuluh tahun kemudian dilanjutkan dengan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang dimulai sejak tahun 1994, dan belakangan ini Wajar Dikdas telah menjadi komitmen bangsa dengan payung hukum tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perubahan yang diharapkan dengan adanya kebijakan Wajar Dikdas di wilayah Bandung Raya dapat dikatakan kunci keberhasilannya adalah membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan tersebut. Membangun kesadaran agar masyarakat berpartisifasi dalam pendidikan merupakan kunci keberhasilan pembangunan sumber daya manusia. Dalam membangun masyarakat yang berkualitas, melalui kebijakan Wajar Dikdas, perlu memperhatikan faktor persepsi masyarakat yang meliputi cara pandang masyarakat tentang arti penting pendidikan dan pandangan mereka tentang kebijakan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya.

Mengingat kebijakan Wajar Dikdas berasal dari pusat, maka kedudukan pembuat kebijakan Wajar Dikdas juga berasal dari birokrasi organisasi Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah yang secara berjenjang turun ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) tingkat Provinsi dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) tingkat kabupaten/kota. Pembuat kebijakan ini dapat membuat kebijakan Wajar Dikdas dikarenakan memilih kewenangan untuk membuat kebijakan. Wewenang, didefinisikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Kebijakan sekolah gratis memiliki struktur pelaksana bertingkat. Artinya terdapat beberapa jenjang instansi yang saling berhubungan, baik hubungan pertanggung jawaban secara vertikal maupun hubungan koordinasi secara horizontal. Kebijakan tidak akan bisa diterapkan jika tidak disertai pendelegasian kewenangan kepada pelaksana.

Berdasarkan kedudukan pembuat kebijakan terlihat adanya kesesuaian antara kedudukan dan kewenangan dengan tugas yang dibebankan kepada pihak yang terlibat. Dalam pelaksanaan sehari-hari pendelegasian wewenang tersebut berjalan dengan lancar. Tidak ditemui keluhan dari pelaksana kebijakan mengenai kurangnya kewenagan yang diberikan. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai para pelaksana program berarti pula membahas tentang para staf yang melaksanakan kebijakan Wajar Dikdas. Para pelaksana kebijakan Wajar Dikdas ini adalah staf-staf pada Bidang Pendidikan dasar baik yang berada di lingkungan Disdikpora Provinsi Jawa Barat dan staf-staf pada Bidang Pendidikan dasar di lingkungan Disdikpora Kabupaten/Kota wil wilayah Bandung Raya.

Pelaksanaan kebijakan Wajar Dikdas selama ini lemah dari sisi sumber daya. Pegawai yang terlibat langsung dalam kebijakan Bidang Pendidikan Dasar atau seksi pendidikan SD dan seksi pendidikan SMP yang pada umumnya hanya berjumlah 5-6 orang. Dari jumlah tersebut, satu di antaranya kepala seksi yang menjabat sebagai manajer. Jadi kepala seksi tidak dihitung sebagai pelaksana lapangan. Sebenarnya menurut ketentuan dan SK yang ada staf berjumlah 5-6 orang. Namun pada kenyataannya staf yang benar-benar sebagai pelaksana lapangan hanya berjumlah 2 orang, jadi jika manajer tidak dihitung sebagai pelaksana lapangan, maka sekolah dan pihak–pihak yang terlibat didalamya di wilayah Bandung Raya hanya akan ditangani oleh 2 orang saja. Dengan pertimbangan kekurangan tenaga pelaksana, maka sekaligus bertindak sebagai pelaksana lapangan dalam setiap permasalahan yang ada di sekolah yang tentu berkaitan dengan masalah kebijakan Wajar Dikdas selain itu manajer juga menangani masalah pengaduan yang ada dimasyarakat dan bekerjasama dengan instansi yang terkait. Kekurangan tenaga pula yang ’memaksa’ dilakukan kerjasama dengan pelaksana dari Disdikpora Wilayah lainnya. Lima atau enam orang tentu jumlah yang sangat tidak memadai dalam menangani kebijakan Wajar Dikdas terhadap semua sekolah beserta pihak yang terlibat di wilayah Bandung Raya. 
Di lihat dari sisi skills atau kemampuan pelaksana kebijakan, tidak memiliki keluhan yang cukup substansif. Dikarenakan koordinasi yang baik antara pusat, Disdikpora Provinsi dan Disdikpora WIlayah Bandung Raya. Hal ini ditunjukan dengan sering diadakannya sosialisasi atau workshop. Pusat dalam hal ini Direktorat Pembinaan TK dan SD mengadakan sosialisasi dengan mengundang Disdikpora Provinsi dan Disdikpora di wilayah Bandung Raya yang bertujuan untuk pelatihan, mencari solusi masalah yang berkaitan dengan kebijakan Wajar Dikdas dari segi ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, ketepatan waktu, ketepatan penggunaan. Selain itu Disdikpora Provinsi juga sering mengadakan sosialisasi, workshop yang berguna untuk menambah pengetahuan, pengalaman atau wawasan dan persamaan persepsi guna perbaikan implementasi kebijakan Wajar Dikdas.

Gubernur Jawa Barat sebagai pimpinan tertinggi di Provinsi Jawa Barat memiliki tanggung jawab moral dalam implementasi kebijakan Wajar Dikdas, sehingga untuk melaksanakannya, meskipun sebenarnya merupakan kebijakan dari Pemerintah Pusat, ternyata pelaksanaan kebijakan Wajar Dikdas ini juga dijadikan sebagai salah satu tolok ukur kinerja Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, Gubernur Jawa Barat terus mengawal pelaksanaan kebijakan Wajar Dikdas yang tampak pada kehadiran beliau dalam setiap rapat koordinasi sejak pelimpahan kebijakan Wajar Dikdas di daerah.

Pendelegasian kewenangan dalam mendukung implementasi kebijakan Wajar Dikdas menunjukkan penilaian terhadap kapasitas kekuatan para pelaksana, kepentingan, dan strategi pelaksana yang terlibat. Sejalan dengan hal tersebut, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi terkait telah mengalami pengurangan sebagian kewenangan yang dikarenakan oleh amanat kebijakan. Akibat pengurangan ini, instansi tekait harus menerima dengan luwes karena apabila tidak menerimanya, maka akan dianggap mangkir. Selanjutnya, sebagai aktor utama dalam pelaksanaan teknis kebijakan Wajar Dikdas Provinsi Jawa Barat, Kepala Disdikpora di wilayah Bandung Raya telah dihadapkan pada sejumlah prosedur.  Namun, meskipun tugas dan tanggung jawabnya bertambah seiring dengan kewenangan yang didelegasikan kepadanya, pekerjaannya tetap tidak menumpuk atau setidaknya tidak mengganggu pekerjaan utama yaitu melaksanakan tupoksi dikarenakan adanya strategi pembagian kerja yang jelas sebab didasari oleh prosedur dan peraturan yang jelas. Demikian juga dengan implementasi kebijakan Wajar Dikdas di wilayah Bandung Raya, juga dipengaruhi oleh kedua aspek tersebut. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, maka karakteristik lembaga yang menjalankan kebijakan Wajar Dikdas ini bersifat hierarkis karena dilaksanakan oleh para birokrat.
Dampak utama dari implementasi kebijakan Wajar Dikdas di wilayah Bandung Raya adalah keberhasilan meningkatkan akses pendidikan dasar di wilayah Bandung Raya. Mengingat jumlah anak usia Wajar Dikdas yaitu anak usia 7-15 tahun, terus mengalami peningkatan sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk, maka jumlah mereka yang bias mengakses pendidikan dasar 9 tahun, dari tahun ke tahunnya juga terus mengalami peningkatan. Persoalan ini memunculkan permasalahan daya tampung SD dan SMP yang ada disetiap di wilayah Bandung Raya menjadi tidak memadai. Masalah daya tampung ini berarti perlu penambahan jumlah kelas di SD maupun SMP. Mengingat di Kota Bandung harga tanah mahal sekali, maka untuk menambah jumlah sekolah dirasa tidak memungkinkan. 

Mengatasi hal itu penambahan kelas dilakukan secara vertikal yang artinya sekolah-sekolah SD dan SMP dijadikan bangunan bertingkat. Namun demikian pembangunan unit sekolah baru tidak dapat dihindarkan juga. Pembangunan unit sekolah baru ini lebih banyak ditujukan dalam rangka memperluas akses pelayanan pendidikan dasar di daerah-daerah kantung, sebut pula daerah-daerah terpencil dengan sasaran kebijakan Wajar Dikdas yang banyak namun dengan tingkat pencapaian APK dan APM yang rendah, maka program penambahan ruang kelas baru  lebih banyak diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan daya tampung siswa bagi sekolah-sekolah yang mengalami kelebihan kapasitas.

Jumlah anak yang melanjutkan sekolah dari tingkat SD/sederajat ke tingkat SLTP sekaligus merupakan indikator lain yang bisa diangkat untuk menjelaskan bahwa tidak sedikit hasil yang dicapai dalam implementasi kebijakan Wajar Dikdas di wilayah Bandung Raya. Walaupun setiap tahunnya belum seluruh lulusan SD/MI bisa melanjutkan, namun angka melanjutkan sekolah dari tingkat SD/MI ke tingkat SLTP terus meningkat setiap tahunnya. Dengan demikian, rata-rata setiap tahunnya masih ada sejumlah anak yang tidak melanjutkan ke jenjang SLTP. Hal itu semua menjadi isyarat kuat bahwa meskipun jumlah yang melanjutkan sekolah cenderung meningkat setiap tahunnya, tetapi sesungguhnya masih ada tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Wajar Dikdas di wilayah Bandung Raya ini. Hampir bisa dipastikan bahwa sebagian besar, kalaupun tidak seluruhnya, yang tida melanjutkan sekolah itu adalah anak dari keluarga miskin dengan karakteristiknya yang begitu kompleks.

Merujuk kepada salah satu ukuran yang secara umum sering digunakan dalam mengevaluasi pembangunan di bidang pendidikan, inilah indikator penting lain yang bisa diangkat untuk mengambarkan keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi Kebijakan Wajar Dikdas di wilayah Bandung Raya bagi anak dari keluarga miskin selama ini. Trend angka partisipasi sekolah, baik angka partisipasi kasar (APK) maupun angka partisipasi murni (APM) yang bisa diangkat untuk menjelaskan keberhasilan implementasi kebijakan Wajar Dikdas di wilayah Bandung Raya ini meningkat setiap tahunnya. Hal ini semua mengandung arti bahwa implementasi kebijakan Wajar Dikdas di wilayah Bandung Raya yang dilaksanakan selama ini cukup efektif dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah, termasuk partisipasi dari mereka yang usianya di atas 12 tahun, di atas usia SD, namun belum mampu menyelesaikan pendidikan dasarnya. Tren yang sama juga terjadi pada angka partsisipasi murni (APM) yang mengalami peningkatan. Hal ini semua menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan Wajar Dikdas di wilayah Bandung Raya, sudah menunjukan keberhasilan yang cukup meyakinkan, meskipun ada juga anak yang karena drop out atau alasan lainnya ternyata tidak berhasil menamatkan pendidikannya. Dari hasil pengamatan menunjukan bahwa sebagian besar, kalaupun tidak seluruhnya, dari mereka yang terpaksa tidak bisa menamatkan sekolah itu adalah merupakan anak dari keluarga miskin.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa meskipun implementasi kebijakan Wajar Dikdas di wilayah Bandung Raya melalui berbagai bentuk programnya telah berhasil menyentuh dan sekaligus membantu meningkatkan akses anak dari keluarga miskin dalam mengakses pendidikan dasar sebagai bagian dari haknya, termasuk sangat membantu dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah (RLS) sebagai salah satu indikator peningkatan IPM, namun masih banyak diantara mereka yang karena kemiskinan dengan karakteristiknya yang begitu kompleks itu ternyata belum tersentuh.

Tegasnya, dari aspek equality-nya, selama ini pemerintah di wilayah Bandung Raya, melalui implementasi kebijakan Wajar Dikdas, telah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anak, termasuk anak dari keluarga miskin untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan dasarnya. Namun karena keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya, pemerintah wilayah Bandung Raya belum mampu memenuhi semua tuntutan dan kebutuhan pendidikan mereka, sehingga perlu ditingkatkan dan dievaluasi dari berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya warga belajar yang ada di wilayah Bandung Raya.
XI. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:
a. Adanya Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) di Wilayah Bandung Raya
Jika dilihat dari content of policy dan context of implementation, maka faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya, sebagai berikut:

1) Dalam Content of Policy, pihak yang kepentingannya dipengaruhi dengan adanya kebijakan Wajar Dikdas, dimana pemerintah yang dalam hal ini Disdikpora di di Wilayah Bandung Raya selaku pelaksana kebijakan. Hal ini didasarkan oleh adanya kucuran dana kebijakan tersebut dapat lebih mengoptimalkan kinerja Disdikpora melalui pihak sekolah dalam membentuk dan mewujudkan masyarakat yang cerdas bebas buta aksara dan menambah jumlah lulusan SD dan SMP. Kebijakan Wajar Dikdas memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat Jawa Barat dalam hal pembiayaan sekolah anak-anak mereka. Manfaat kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat miskin, namun masyarakat yang lebih mampu pun merasakan manfaat dari kebijakan Wajar Dikdas. Dengan adanya kebijakan tersebut alokasi biaya pendidikan dapat dipergunakan untuk memberikan pendidikan tambahan bagi anak berupa les privat atau kegiatan lainnya. Sedangkan untuk masyarakat kurang mampu, alokasi biaya sekolah dapat dipergunakan untuk kebutuhan pokok lainnya atau untuk tabungan apabila nanti anak mereka masuk ke SMA.
Perubahan yang diharapkan dengan adanya kebijakan Wajar Dikdas ini adalah terwujudnya pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan khususnya pada tingkat pendidikan dasar. Dengan demikian perubahan yang diharapkan dengan adanya implementasi kebijakan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya yaitu memperbaiki peringkat Human Development Index (HDI) atau indeks pembangunan manusia. Mengingat kebijakan Wajar Dikdas berasal dari pusat, maka kedudukan pembuat kebijakan Wajar Dikdas juga berasal dari birokrasi organisasi Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah yang secara berjenjang turun ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) tingkat Provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Pelaksana program terdiri dari para staf yang melaksanakan kebijakan Wajar Dikdas. Para pelaksana kebijakan Wajar Dikdas ini adalah staf-staf pada Bidang Pendidikan dasar yang berada di lingkungan Disdikpora Wilayah Bandung Raya.

Sumberdaya dalam implementasi kebijakan Wajar Dikdas adalah sumber daya manusia dan fasilitas serta hal-hal lain berkenaan dengan sumber daya, hal diatas dianggap memiliki pengaruh paling signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya. Untuk sumber daya manusia jumlahnya belum memadai dan kualitasnyapun perlu ditingkatkan. Untuk fasilitas atau sarana dan prasarana sudah cukup memadai karena terkait dengan sarana dan prasarana yang ada pada masing-masing Disdikpora Kabupaten/Kota.
2) Dalam Context of implementation, dimana Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat Gubernur Jawa Barat sebagai pimpinan tertinggi di Provinsi Jawa Barat memiliki tanggung jawab moral dalam implementasi kebijakan Wajar Dikdas di tingkat Kabupaten/Kota di Wilayah Bandung Raya, sehingga untuk melaksanakannya, meskipun sebenarnya merupakan kebijakan dari Pemerintah Pusat, ternyata pelaksanaan kebijakan Wajar Dikdas ini juga dijadikan sebagai salah satu tolok ukur kinerja Provinsi Jawa Barat umumnya dan khususnya di Wilayah Bandung Raya.
Implementasi kebijakan Wajar Dikdas yang dilaksanakan di Wilayah Bandung Raya, juga dipengaruhi oleh karakteristik dari lembaga terkait. Karakteristik lembaga yang menjalankan kebijakan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya ini bersifat hierarkis karena dilaksanakan oleh para birokrat. Meskipun pelaksanaan kebijakan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya ini sepenuhnya dilakukan oleh aparat birokrasi, tetapi apabila pimpinan memiliki komitmen yang kuat disertai dengan ketegasan, tidak ada hal yang tidak mungkin dilakukan di daerah. Kondisi pelaksanaan kebijakan Wajar Dikdas berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten/kota Wilayah Bandung Raya. Namun demikian secara menyeluruh pelaksanaan kebijakan Wajar Dikdas tersebut masih terdapat kekurangan sehingga dapat mengganggu terhadap memonitor dan pelaksanaan Wajar Dikdas.

b. Strategi untuk mengefektifkan implementasi kebijakan dalam mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar di Wilayah Bandung Raya 
1) Membangun kondisi sosial ekonomi yang ada dalam masyarakat, kepekaan pelayanan, tidak diskriminasi, disosialisasikan, selaras dengan tujuan UUD 45, kebangsaan, tepat sasaran dan tidak berbelit-belit. Kebijakan seharusnya, menjadi pelindung masyarakat, sehingga tidak terjadi distorsi ketika diimplementasikan. Demikian pula dengan Strategi Mengefektifkan Implementasi Kebijakan Dalam Mewujudkan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya, dibangun dengan penuh dukungan dari semua komponen masyarakat yang selaras dan tujuan dari kebijakan yakni mewujudkan wajar dikdas sembilan tahun di wilayah Bandung Raya. 
2) Mampu memberikan pendidikan kepada masyarakat secara baik dengan kualitas yang diandalkan. Selain itu, dapat menciptakan iklim pendidikan modern, dan bervisi masa depan. Maka selama itu pula pendidikan menjadi andalan. Dengan keterlibatan berbagai komponen masyarakat dalam membangun pendidikan nasional menjadi bukti bahwa betapa pentingnya pendidikan bagi bangsa ini. Demikian pula dengan, lahirnya kebijakan wajar dikdas yang terbangun dengan strategis Mewujudkan Wajar Dikdas di Wilayah Bandung Raya secara merata dan konsisten. 

2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Saran Akademik

1) Untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar, sebaiknya dilakukan penelitian atau pengkajian lanjutan dilihat dari faktor Content of Policy dan context of implementation dalam lokus dan permasalahan yang berbeda.
2) Teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini dapat dikritisi dimana masih terdapat kelemahan pada tataran empirik di lapangan, sehingga belum dapat memberikan sumbangan pemikiran ke arah yang lebih efektif, baik faktor Content of Policy maupun context of implementation. Kelemahan tersebut berkaitan dengan parameter extent of change envision (derajat perubahan yang ingin di capai)  dalam content of policy dan institution and regime charakteristic (karakteristik lembaga dan rezim  yang berkuasa) dalam context of implementation belum dapat dilaksanakan dengan efektif karena perlu disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu disaran adanya penelitian lanjutan.
3) Temuan yang dihasilkan dalam penelitian adalah bahwa kondisi sosial ekonomi dan politik yang ada di masyarakat sebagai temuan baru perlu di jadikan parameter tambahan untuk dapat meningkatkan implementasi kebijakan berkaitan dengan peningkatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
b. Saran Praktis

1) Mengingat kebijakan Wajar Dikdas di di Wilayah Bandung Raya belum sepenuhnya berjalan dengan efektif, maka disarankan kepada pimpinan untuk dapat ditingkatkan pelaksanaanya sehingga akhirnya dapat mewujudkan kelanjutkan dengan wajib belajar pada tingkat pendidikan menengah.

2) Keterlibatan elemen-elemen yang ada dilingkungan Disdikpora di Wilayah Bandung Raya, mulai Komite Sekolah, masyarakat dan Kepala Sekolah serta guru, perlu ditingkatan pengetahuannya sehingga dapat menyalurkan, memonitor, serta dapat mengawasi pelaksanaan Wajar Dikdas dapat tersalurkan  dengan benar. 

3) Agar kebijakan wajib belajar pendidikan dasar tidak hanya berhenti pada tingkat pendidikan dasar saja, namun perlu dilanjutkan ke tingkat menengah, baik dalam Content of Policy maupun Context of implementation adalah dengan membangun kondisi sosial ekonomi yang ada dalam masyarakat, kepekaan pelayanan, tidak diskriminasi, disosialisasikan, selaras dengan tujuan UUD 45, kebangsaan, tepat sasaran dan tidak berbelit-belit. Disamping itu agar mampu memberikan pendidikan kepada masyarakat secara baik dengan kualitas yang diandalkan. Selain itu, dapat menciptakan iklim pendidikan modern, dan bervisi masa depan. Maka selama itu pula pendidikan menjadi andalan
c. Saran Kebijakan
Kebijakan Wajar Dikdas sebaiknya di perkuat dengan adanya buku pedoman dan petunjuk teknis yang jelas serta dilengkapi oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing Dinas Pendidikan dan Olah Raga di Wilayah Bandung Raya, supaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan dapat berjalan dengan efektif.
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